PUTUSAN

Nomor: 147/Pdt.G/2011/PA. Pare.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara

]

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai

=

gugat yang diajukan oleh :
Karmila Mitro binti Mitro Rennu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan
sales, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN
Lapaddde Mas, Blok LH, No. 65/67, Kelurahan Lapadde,
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai
penggugat.
Melawan
' Iswan bin Sabbang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
koperasi, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat
kediaman di BTN Lapadde Mas, Blok LH, No. 65/6,
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

i
] Telah membaca surat-surat perkara.
i
Telah mendengar keterangan penggugat,
Telah memeriksa bukti-bukti.
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DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10
Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Parepare dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2011/PA Pare tanggal

i 10 Mei 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2009, penggugat dengan tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/2/V/2009,
tertanggal 04 Mei 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama 2
tahun namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2009 antara
penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada
akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan
oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat.
b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi.

c. Tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
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>,

5. Bahwa pada bulan Desember 2010 itu juga setelah antara pengg\ﬁga;ﬂ
tergugat berpisah ranjang yang sampai sekarang 4 bulan lebih lamanya,
yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak
ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah
tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi

mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parepare cg majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seédﬂ- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat
telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah
datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan
Nomor 147/Pdt.G/2011/FPA.Pare tanggal 30 Mei 2011 dan 1 Juli 2011 yang

dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
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yang sah.
Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, maka mediasi

tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati
penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga

bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat,
dan penggugat menyatakan merubah gugatannya yakni menggaibkan

alamat tergugat, karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian
(khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap

dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 105/2/V /2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 4 Mei 2009, yang telah
dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup di stempel Pos dan
diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah

menurut agama Islam, yaitu:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

% Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah
tetangga saksi dan kenal pula dengan tergugat karena suami
penggugat bernama Iswan;

> bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua penggugat;
» bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih

8 (delapan) bulan;

v

bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena

penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat ringan

tangan terhadap penggugat, namun saksi tidak pernah melihat

pemukulan tersebut, saksi hanya melihat bekas pukulan tergugat di

2 badan penggugat dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada
penggugat;

2. Fitri binti Nasruddin, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

» Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami

isteri karena penggugat adalah sepupu saksi;

A\

bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua penggugat;

v

bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih
setengah tahun;
» bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena

penggugat dan tergugat sering bertengkar;
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%
» bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan. karerf

=

tergugat ringan tangan terhadap penggugat, tetapi saksi tidak pernah

melihat penggugat dipukul, saksi hanya melihat bekas pukulannya

saja dibadan penggugat dan juga tergugat tidak memberikan nafkah

kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat

sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi
dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, peroses untuk
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati
penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan

tergugat, namun tidak berhasil.

¥y

I
a”
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telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan mz;i;a ths-elah
terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang
menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan
yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.
Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,
saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat
bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil
dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan
pembuktian.
Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
* bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 3 Mei 2009 di Kota Parepare;
* bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8
(delapan) bulan;
* bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah karena mereka sering
bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis
hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada
harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah
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pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah
tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang
terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami
istri” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang, juga menyebutkan bahwa “antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa  berdasarkan  fakta-fakta vang  telah
dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan
penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak
dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35
ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera

Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah vyang

ey

,:&hg e
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wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk

didaftarkan perceraiannya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan

untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat, Iswan bin Sabbang
terhadap penggugat, Karmila Mitro binti Mitro Rennu,

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 541. 000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis

hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulgaidah 1432 Hijriyah, oleh kami
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Igbal, S.HI, S H, M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya

tergugat.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Muhammad Igbal, S.HI, S.H, M.HI Dra. Hj. Miharah, 8.H
ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.
Hj. Sitti Sania, S.H.
Perincian Biava Perkara :
- Pendaftaran Rp. 30.000,-
-ATK Rp. 50.000,-
. - Panggilan Rp. 450.000,-
- Redaksi Rp.  5.000,-
- Meterai Rp.  6.000,-
Jumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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Untuk salinan sesuai dengan aslinya
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